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ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penclitian literatur tentang “Sanksi Tindak Pidana
Pedophilia dalam Pasal 82 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak dalam Perspekiifl Magasid Al-Syari ah’; yang bertujuan
untuk menjawab pertanyaan: Bagaimanakah sanksi tindak pidana pedophilia
dalam pasal 82 undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak
dan Bagaimanakah tinjauan Magasid Al- Syari” ah terhadap sanksi tindak pidana
pedophilia dalam pasal 82 undang-undang no. 23 Tahun 2002 tentang
perlindungan anak.

Data penclitian ini dihimpun meclalui pembacaan kajian teks yang
sclanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik verifikatif dan pola pikir
deduktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwasanya pedophilia yang
merupakan salah satu dari bentuk penyimpangan scksual yang dilakukan oleh
orang dewasa terhadap anak dibawah umur adalah termasuk dalam kategori
pidana dan akan dikenai sanksi, yang mana dalam Undang-undang no. 23 tahun
2002 tentang perlindungan anak pasal 82 sanksinya adalah dengan pidana penjara
maksimal lima belas (15) tahun dan denda paling banyak tiga ratus juta rupiah
(300.000). Yang mana dalam maqasid al- Syari” ah hukum tersebut sudah relevan
dengan tujuan hukum yaitu tercapainya kemaslahatan umat, dan tercapainya /ifz
al-nasl wa al-‘ird (melindungi keturunan dan kchormatan) khususnya pada
korban, serta scbagai hukuman yang dapat membcrikan akibat jera kepada
pelaky, schingga mewujudkan kebaikan bagi masyarakat secara menyeluruh serta
berfungsi preventif terhadap kemungkinan terjadinya pengulangan jenis
kejahatan yang sama, dan represif mendidik pelaku agar menjadi orang yang baik
dan menyadari kesalahan. Schingga scorang hakim dalam mengambil kebijakan
dalam hukuman disesuaikan dengan kemaslahatan umat yang berdasarkan pada
niat keadilan.

Dalam hal ini perlu adanya pengaturan untuk membuat sanksi baru yang
bertujuan mengurangi tingkat kejahatan agar tidak terulang lagi, sehingga wujud
dan sanksi tersebut dapat menimbulkan amar ma’ruf nahi munkar.
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BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan selalu saja berkembang seiring dengan perkembangan kehidupan
manusia itu sendiri. Dimana kejahatan tersebut tidak memilih, baik itu laki-laki
— perempuan, tua-muda, kaya maupun miskin akan selalu mempunyai potensi di
dalam dirinya untuk melakukan suatu kejahatan.

Anak kecil di tepi jalan maupun di sekitar traffic light, mereka tampak
kusam dan dekil berbaur dengan asap beracun sisa pembuangan kendaraan
bermotor yang berlalu-lalang, tidak peduli terik panas matahari ataupun
dinginnya angin malam, sebagian besar dari mereka mempunyai alasan kuat
untuk berada di tempat tersebut yaitu untuk mencari uvang bagi diri sendiri
maupun keluarganya. Mereka banyak dijumpai di tepi-tepi jalan, jalanan yang
merupakan tempat kerja yang kejam dan sangat membahayakan kehidupan anak,
dan hal tersebut mungkin tidak diketahui oleh mereka, berbagai pengalaman
buruk dapat dipastikan pernah atau bahkan sering dialami oleh anak-anak
tersebut. Mereka seringkali menjadi korban dan perlakuan salah dari orang
dewasa. Eksploitasi penyimpangan seksual yang salah satunya adalah perlakuan
salah yang dilakukan orang dewasa terhadap anak-anak, yang kemudian disebut
dengan pedophilia kerap kali mereka alami. Anak laki-laki maupun perempuan

dapat menjadi korban kejahatan itu. Namun tak sedikit pula yang menjadi



korban merupakan tetangga atau saudara dari pelaku penyimpangan seksual
tersebut.

Permasalahan mengenai eksploitasi seksual dan lebih khususnya adalah
tentang pedophilia akan diangkat dalam skripsi ini. Dalam peraturan perundang-
undangan di Indonesia memang tidak ada satupun yang menyebutkan tentang
pedophilia (secara khusus).

Pedophilia merupakan salah satu jenis kekerasan atau deviasi seksual yang
dilakukan orang dewasa terhadap anak-anak dibawah umur. Dan “orang yang
mempunyai kondisi ini disebut pedofil (Bahasa Inggris: pedophile).”

Di tangan orang dewasa ini, anak-anak dirampok, dirampas, atau dijarah
harkat kemanusiaannya, atau diperlakukan layaknya binatang yang dieksploitasi
khususnya secara seksiologis. Dalih kelainan seksual tersebut dikedepankan
orang dewasa untuk menjadikan anak-anak sebagai mangsanya. Tuntutan
pemenuhan kepuasan nafsu yang tidak wajar diajukannya sebagai pembenar
dengan cara menjadikan anak-anak sebagai obyek pelampiasan.

Penderita Pedophilia bisa pria maupun wanita, begitu pula dengan
korbannya. Namun pada umumnya para pedofil tersebut adalah pria. Para pelaku
Pedophilia tidak hanya mencari atau mengincar korban yang berbeda jenis
kelaminnya dengan si pelaku (disebut dengan Pedophilia heteroseksual), namun

si korban juga berjenis kelamin sama dengan si pelaku (Pedophilia

! http://id.wikipedia.org/wiki/pedofilia



homoseksual). Penderita Pedophilia juga bisa saja tertarik hanya pada anak-anak
yang masih mempunyai hubungan darah /keluarga dari penderita (incest).

Keintiman seksual pedofil dapat dicapai melalui alat genital anak-anak,
yakni dengan melakukan penetrasi penis sebagian atau keseluruhan terhadap alat
genital anak. Dan terkadang anak sering dipaksa untuk melakukan hubungan
seks dengan cara mengulum alat kelamin pedofi/ / oral genital, atau dengan cara
memasukkan alat kelamin si pelaku Pedophilia ke dubur korban / anal.?

Dengan cara apapun penyimpangan seksual tersebut dilakukan, karena
yang menjadi korban adalah anak-anak yang belum cukup umur, maka perbuatan
tersebut sudah jelas tidak dapat dibenarkan dan harus diadili dengan sanksi yang
setimpal dengan kejahatan tersebut.

Sebagaimana dalam pasal 1 undang-undang no. 23 tahun 2002 tentang
perlindungan anak dijelaskan yang masuk dalam perlindungan anak di sini adalah
segala bentuk kegiatan yang menjamin dan melindungi anak-anak dan hak-
haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal
sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan
dari kekerasan dan diskriminasi”. Yang mana perlindungan anak dalam hal ini
juga termasuk perlindungan terhadap penyimpangan seksual yang dilakukan oleh

orang-orang dewasa yang tidak bertanggungjawab.’

% Sawitri Supardi Sadarjoen, Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual, hal. 71-73
* Fokus Media. UU RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, h. 3-5



Dan dalam pasal 82 telah dijelaskan pula hukuman bagi pelaku
penyimpangan seksual yang menjadikan anak-anak sebagai obyek pelampiasan
nafsu seksualnya adalah yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman
kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau
membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul,
dipidana dengan penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling sedikit 3
(tiga) tahun dan denda paling banyak 300 (tiga ratus) juta rupiah dan paling
sedikit 60 (enam puluh) juta rupiah”

Di dalam pasal 82 tersebut ditujukan kepada siapa saja dan tidak
memandang bulu apakah pelaku tersebut tetangga ataupun saudara dari korban,
yang mana hukumannya adalah sama yakni dengan ancaman hukuman penjara
dan disertai dengan denda dalam jumlah yang tidak sedikit, yang mana tujuan
dari hukuman tersebut adalah agar pelaku jera dan tidak akan mengulangi
perbuatannya lagi, karena akibat dari tindakan pelaku tersebut akan berdampak
bagi psikologis korban dimasa depan mereka, oleh karena disertai dengan adanya
denda adalah guna untuk biaya pengobatan bagi korban.

Perbuatan tersebut dalam pandangan hukum Islam dijelaskan bahwasanya
setiap perbuatan seksual yang dilakukan jika tidak kepada wanita yang bukan

miliknya (istri dan hamba sahayanya) dapat dikatakan zina.*

Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah:

(7-5)

* A. Djazuli, Figih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam), hal. 35-36



Artinya: “Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-
isteri mereka atau budak yang mereka miliki; Maka Sesungguhnya
mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari yang di balik
itu Maka mereka Itulah orang-orang yang melampaui batas. (Surat al-
Mu’minun: 5-7)”

Bahkan tidak hanya perbuatan zina itu saja yang dihukumi haram,

melainkan mendekatinya pun haram,;
(32)

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah
suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.” (Surat al-
Isra’: 32) ¢

Begitu pula dengan cara melalui dubur laki-laki atau homoseks, Allah telah

menerangkan dalam Al-Qur'an agar menjauhi homoseksual.”
(80)

Artinya: “Dan (kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (ingatlah)
tatkala Dia berkata kepada mereka: "Mengapa kamu mengerjakan
perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh
seorangpun (di dunia ini) sebelummu?” (al-A’raaf: 80)

Sebagai salah satu perbuatan yang melanggar hukum perbuatan

penyimpangan seksual yang di dalam hukum pidana Islam dikategorikan pada

Jjarimah zina dan wajib dicambuk 100 kali dan diasingkan selama satu tahun bagi

> Depag R, A/-Qur'an Terjemah Indonesia, hal. 648-649
®Ibid, hal. 533

7 Sayyid Sabiq,Figih Sunnah jilid 9, hal 135

¥ Depag R, A/-Qur'an Terjemah Indonesia, hal. 294



zina gairu mukhsan (jejaka dengan perawan), dan bagi zina mukhsan (orang yang
telah menikah) dengan dicambuk 100 kali dan dirajam dengan batu.’

Dalam hukum pidana Islam yang pada umumnya ulama membagi jarimah
(kriminal) berdasarkan aspek berat dan ringannya hukuman, serta ditegaskan
atau tidaknya oleh Al-Qur'an dan al-Hadits, dasar ini, jarimah dibagi menjadi
jarimah hudid, jarimah gisas atau diyat dan jarimah ta’zir."°

Di dalam Islam, hukuman tersebut tidak semata-mata sebagai pembalasan
atas kejahatan pelaku tersebut, melainkan mempunyai tujuan tersendiri yang
kemudian disebut dengan magqasid al-syari’ ah.

Yang mana menurut perspektif magasid al-syari"ah tujuan hukum dibuat
bermaksud mencapai, menjamin dan melestarikan kemaslahatan bagi umat
manusia, khususnya umat Islam. Untuk itu, menurut Imam al-Juwayniy yang
kemudian dikembangkan oleh al-Ghazali dan asy-Syatibi, maqasid al-syari’ ah
mempunyai tiga skala prioritas yang berbeda tetapi saling melengkapi.

Pertama, tujuan primer (daruriyyah) yang didefinisikan sebagai tujuan
yang harus ada, yang ketiadaannya akan berakibat menghancurkan kehidupan
secara total. Disini, ada lima kepentingan yang harus dilindungi yang biasa
disebut dengan al-kulliyat al-khamsah (lima pokok pilar) atau dengan kata lain
disebut dengan maqasid al-syari"ah (tujuan syari’ah). Lima pokok pilar tersebut

adalah: 1. Hifz al-din (menjamin kebebasan agama). 2. Hifz al-nafs, memelihara

° A. Djazuli, Figih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam), hal 42-43
10 1.
Ibid, 12-13



kelangsungan hidup. 3. Hifz al-‘agl, menjamin kreatifitas berpikir dan kebebasan
berekspresi serta mengeluarkan opini. 4. Hifz al-mal, menjamin pemilikan harta
dan property. Dan ke 5. Hifz al-nasl wa al-‘ird, menjamin kelangsungan
keturunan, kehormatan dan profesi.

Kedua, tujuan skunder (Aajiyyat) yang didefinisikan sebagai sesuatu yang
dibutuhkan oleh manusia untuk mempermudah mencapai kepentingan-
kepentingan yang termasuk ke dalam kategori daruriyyah itu. Jika hal-hal yang
hajiyyat tidak ada maka kehidupan manusia tidak akan hancur, tetapi akan
terjadi berbagai ketidaksempurnaan, bahkan kesulitan.

Ketiga, tujuan tersier (tahsiniyyah) yang didefinisikan sebagai sesuatu
yang kehadirannya bukan niscaya atau dibutuhkan, tetapi bersifat akan
memperindah proses perwujudan kepentingan daruriyyah dan hajiyyat."

Dari ketiga kebutuhan tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya tujuan
dari dirumuskannya hukum-hukum Islam (maqasid al-syari’ah ) adalah demi
terwujudnya keadilan sosial, untuk memperkecil kesenjangan sosial dan
mencairkan ketegangan social akibat perasaan yang diperlakukan secara tidak
adil baik pihak korban maupun pelaku tindak kejahatan, berhubungan dengan
kadar hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Dan pada gilirannya akan dapat

meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat dalam berbagai aspeknya.

" Abu Ishaq al-Syatibi, al-Muwafaqat £i Usul al- Syari°ah.Nol 2,... hal.8-11



B. Rumusan Masalah
Agar masalah yang diteliti jelas, maka permasalahannya tersebut, dapat
dijelaskan sebagai berikut:
1. Bagaimanakah sanksi pidana pedophilia dalam pasal 82 undang-undang
nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak?
2. Bagaimanakah tinjauan magqgasid al-syari’ah terhadap sanksi pidana
pedophilia dalam pasal 82 undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang

perlindungan Anak?

C. Kajian Pustaka

Dalam penelusuran awal, menjelaskan bahwa penyimpangan seksual yang
dilakukan orang dewasa terhadap anak-anak pedophilia dalam bukunya Dr.
Sawitri Supardi Sadarjoen, Psi yang berjudul “Bunga Rampai Kasus Gangguan
Psikoseksual’. Dan dari informasi elektronik seputar kasus-kasus pencabulan
yang terjadi khususnya di Indonesia.

Masalah penyimpangan seksual ini merupakan perbuatan yang tercela dan
dapat dikategorikan dalam tindak pidana asusila karena yang menjadi korban
adalah anak-anak yang belum cukup umur yang tidak sepatutnya diperlakukan
seperti itu.

Akibat dari penyimpangan seksual tersebut sangat mempengaruhi

perkembangan mental dan masa depan mereka. Baik perundang-undangan



pemerintah Indonesia maupun hukum Islam tidak dapat membenarkan perbuatan
tersebut.

Berdasarkan studi terdahulu, penulis menemukan beberapa penelitian-
penelitian yang terkait dengan persoalan Pedophilia. Misalnya penelitian yang
diteliti oleh Ratna Aprilia dengan judul: “Studi Analisis Putusan Pengadilan
Negeri Gresik tentang Delik Pedophilia Ditinjau dari Figih Jinayah”. Sedangkan
yang terkait dengan Magasid Al-Syari ah penulis menemukan artikel-artikel
penelitian yang ditulis oleh Affan Effendi dengan judul “Studi Analisis Tentang
Kebolehan Berpoligami Dalam Pasal 55 KHI Perspektif Maqasid Al- Syari ah’,
disini penulis lebih memperhatikan pada persoalan Maqgasid Al- Syari ahnya dan
artikel yang ditulis oleh Ali Hakim dengan judul “Magqasid Al- Syari°ah Menurut
Imam al-Syatibi dalam kitab a/-Muwafaqat fi al-syari at ditetapkan bukan untuk
memberatkan tetapi bahkan melindungi manusia.

Dalam masalah sanksi dari tindak pidana Pedophilia di Indonesia yang
salah satunya tertuang dalam pasal 82 Undang-undang RI No. 23 tahun 2002
tentang perlindungan anak menarik bagi penulis untuk melihatnya dari sudut
pandang (perspektif) Magasid Al-Syari"ah. Dengan kajian pustaka terdahulu
penulis merumuskan judul “Sanksi Tindak Pidana Pedophilia dalam Pasal 82 UU
No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Perspektif Maqgasid Al-

Syarial”
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D. Tujuan Penelitian
Adapun maksud penulis membahas masalah ini sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan sanksi dari tindak pidana penyimpangan seksual
yang dilakukan orang dewasa terhadap anak-anak yang belum cukup umur
(tindak pidana Pedophilia).

2. Untuk mendeskripsikan tinjauan Magqasid Al-Syari'ah terhadap sanksi

tindak pidana Pedophilia .

E. Kegunaan Hasil Penelitian
Berkaitan dengan judul diatas, maka penelitian ini mempunyai dua jenis
kegunaan, yaitu:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan dalam rangka
pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah perbendaharaan
kepustakaan terutama bidang hukum.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan untuk
mewujudkan kesadaran masyarakat yang berdasarkan hukum, sehingga

peristiwa penyimpangan seksual pada anak-anak dapat berkurang.

F. Definisi Operasional
Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul, maka perlu
kiranya dijelaskan istilah-istilah dalam kata-kata yang terdapat di dalam judul

tersebut:



Sanksi

Pedophilia

Magasid Al-Syari"ah -

11

: Atau hukuman, ancaman. Merupakan tanggungan dalam

hukuman untuk memaksa orang untuk menaati
ketentuan undang-undang atau suatu balasan sebagai
akibat dari pelanggaran hukum.'? Berupa hukuman yang
dijatuhkan kepada setiap pelanggar aturan hukum yang

telah ditentukan, sebagai akibat dari perbuatannya.

: Kondisi orang dewasa yang mempunyai ketertarikan atau

hasrat seksual terhadap anak-anak yang belum memasuki
usia remaja. > Yang merupakan salah satu kelainan
perkembangan  psikoseksual, yang mendapatkan
keintiman seksualnya dengan melakukan penetrasi alat
vitalnya sebagian atau keseluruhan terhadap alat vital
anak-anak tersebut.

Tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-
hukum Islam." Yang diberikan kepada manusia untuk
kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat atau
untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Yang terdiri
dari lima pokok pilar yaitu: 1. Hifz al-din (menjamin

kebebasan agama). 2. Hifz al-nafs, memelihara

12 Kamus Hukum

13 Sawitri supardi, Bunga Rampai Kasus Psikoseksual, hal. 71
" Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, Kamus [Imu Ushul Fikih, hal.196
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kelangsungan hidup. 3. Hifz al-‘agl, menjamin kreatifitas
berpikir dan kebebasan berekspresi serta mengeluarkan
opini. 4. Hifz al-mal, menjamin pemilikan harta dan
property. Dan ke 5. Hifz al-nasl wa al-‘ird, menjamin
kelangsungan keturunan, kehormatan dan profesi.
Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak: Suatu ketentuan
dan peraturan negara Indonesia yang mengatur tentang
hak dan martabat anak-anak. Yang mana di dalamnya
memuat berbagai hak-hak, aturan-aturan hukum
terhadap pelaku pelanggaran baik orang dewasa maupun
anak-anak itu sendiri jika melakukan suatu tindak
kejahatan. Aturan ini berguna untuk mewujudkan
kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan
terhadap pemenuhan  hak-haknya serta adanya
perlindungan terhadap perlakuan diskriminasi dalam
bentuk apapun, dan terwujudnya suatu keadilan.
Dari definisi operasional diatas, maka penelitian ini bermaksud
mengungkap pandangan maqgasid al- Syari ah tentang sanksi tindak pidana
Pedophilia dalam pasal 82 Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang

perlindungan anak.
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G. Metode Penelitian
Metode penelitian adalah strategi umum yang dianut dalam pengumpulan
data dan analisis data yang diperlukan, guna menjawab persoalan-persoalan yang
dihadapi.
1. Data yang dikumpulkan.
a. Data mengenai sanksi hukum mengenai kejahatan pelaku tindak pidana
Pedophilia Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002
b. Ketentuan-ketentuan Magasid al-Syari ah tentang sanksi penyimpangan
seksual pada delik Pedophilia
2. Sumber data

Karena penelitian ini bersifat literatur, maka sumber data yang diambil
berupa buku-buku yang terkait. Adapun buku-buku atau kitab-kitab yang
dijadikan literatur adalah: Dr. Sawitri Supardi Sadarjoen, Psi., Bunga Rampai
Kasus Gangguan Psikoseksual, Bandung: PT Rafika Aditama, 2005; dan
beberapa buku-buku lainnya.

Serta artikel-artikel yang dimuat dalam media cetak, jurnal, juga
browsing lewat internet sebagai data penunjang demi terealisasinya skripsi
ini.

3. Teknik pengumpulan data
Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan ialah: studi literature

yaitu cara yang digunakan untuk mengumpulkan data, dengan membaca dan
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mencatat pada buku-buku yang berkaitan dengan sanksi tindak pidana

Pedophilia.

Teknik pengolahan data

Semua data yang terkumpul kemudian diolah dengan cara sebagai
berikut:

a. Editing, yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh, terutama
dari kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan antara
yang satu dengan yang lain.

b. Organizing, yaitu menyusun dan mensistematiskan data yang telah

diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan.

. Teknik analisis data

Hasil dari kesimpulan pengolahan data tersebut akan di bahas dan di
analisis dengan menggunakan metode verifikatif yaitu penelitian yang
bertujuan untuk mengecek kebenaran hasil penelitian lain. Dalam penelitian
ini metode tersebut digunakan untuk menggambarkan atau memaparkan
sanksi hukum tindak pidana pedophilia dalam pasal 82 UU No.23 tahun
2002 dengan tinjauan filsafat hukum Islam, kemudian data tersebut akan di
analisis secara mendalam dengan menggunakan pola piker deduktif, yaitu
mengemukakan data-data yang bersifat umum untuk kemudian ditarik
kesimpulan yang bersifat khusus. Metode ini digunakan untuk menganalisis

data-data umum tentang sanksi hukum atas kejahatan pada pelaku tindak



15

pidana pedophilia dalam pasal 82 no.23 tahun 2002 tentang perlindungan

anak.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan masalah-masalah dalam studi ini, dan

agar dapat dipahami permasalahannya secara sistematis, maka pembahasannya

disusun dalam bab-bab yang masing-masing bab mengandung sub bab, sehingga

tergambar

keterkaitan yang sistematis, untuk selanjutnya sistematika

pembahasannya disusun sebagai berikut:

Bab 1

Bab II

Bab III

: Menjelaskan tentang gambaran bagaimana dan untuk apa studi ini

disusun. Oleh karena itu dalam langkah awal ini dipaparkan
tentang; latar belakang, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan
penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode
penelitian, dan sistematika pembahasan.

Magqasid Al-Syari"ah, berisi tentang pengertian Maqgasid Al-
Syari ah, prinsip-prinsip dasar dalam Maqgasid Al-Syari ah, dan

Hikmah dibalik adanya Magasid Al- Syari" ah.

: Ketentuan hukum terhadap tindak pidana pedophilia dalam pasal 82

undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak,
berisi tentang pengertian pedophilia , unsur-unsur tindak pidana

pedophilia, dan sanksi tindak pidana pedophilia dalam pasal 82



Bab IV

BabV
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undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

dan menurut hukum pidana Islam.

. Analisis sanksi tindak pidana pedophilia dalam pasal 82 undang-

undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menurut
perspektif Maqgasid Al-Syari ah, berisi tentang analisis hukum Islam
terhadap tindak pidana pedophilia dalam pasal 82 UU No. 23 tahun
2002 dan tinjauan hukum Islam tentang sanksi tindak pidana

pedophilia dalam pasal 82 UU No. 23 tahun 2002.

: Bagian ini merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan sebagai

jawaban terhadap permasalahan, kemudian dilengkapi dengan saran-

saran.



BAB II
MAQASID AL-SYART AH

A. Pengertian Maqasid Al-Syari ah

Secara bahasa magqasid al-syari ah terdiri dari dua kata yakni magasid dan
al-syari"ah. Magasid merupakan bentuk jamak dari kata magasid yang berarti
kesenjangan atau tujuan.' Sedangkan syari ah yang berarti jalan menuju sumber
air atau dapat dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Adapun
menurut pandangan as-Syatibi, syari ah merupakan ketentuan-ketentuan yang
membuat batasan-batasan bagi para mukallat’ baik mengenai perbuatan,
perkataan, dan ['figad mereka.’ Jumhur ulama mengartikan syar7ah dengan
hukum-hukum Islam, yang dasar sumbernya adalah al-Qur’an dan as-Sunnah.

Dengan demikian magasid al-syari"ah dapat dimaknai dengan ‘“tujuan
Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan syar7 at Islam”.’ Yang tiada lain selain
untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemadaratan manusia itu
sendiri, baik di dunia maupun di akhirat.

Yang termasuk dalam bagian magasid al-syari ah ini adalah menjaga
peraturan, merealisasikan kebaikan (masalih), menghindarkan keburukan

(magqasid), menegakkan nilai-nilai egaliter manusia.

"' Totok Jumantoro, Kamus llmu Ushul Fikih, hal.196
* Ibid. hal.307
3 Satria Effendi, Ushul Figh, hal.233
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Istilah maqasid al-syari"ah sendiri secara umum belum jelas dalam
perbincangan jurisprudensi Islam sebelum al-Syatibi. Yang jelas konsep magasid
al-syari ah dibangun diatas teori " 7//at (motif; cause) dan konsep masl/ahah. " illat
dan maslahah sendiri merupakan satu teori yang terkait antara satu sama lain
dimana keduanya merupakan sesuatu yang menjadi tujuan pemberlakuan
syari ah.

Menurut Fazlur Rahman, doktrin teologis sepenuhnya merupakan nilai-
nilai keimanan yang murni dan tidak terlalu bermakna bagi figh. Dengan
demikian ushul figh menuntut suatu cara berpikir dan metode penalaran yang
berbeda dengan metode kalam.”

Tak dapat disangkal, al-Syathiby bukanlah orang pertama yang
mencetuskan maqasid al-syari ah, sebelumnya banyak dari pakar ushul fikih
yang telah menggagasnya. Walaupun tidak secara eksplisit, orang-orang seperti
al-Hakim al-Tirmidzi, sebagai salah satu tokoh abad ketiga, Abu Manshur al-
Maturidi (w. 333 H), Abu Bakar al-Qifal al-Syasyi (w. 365 H), Abu Bakar al-
Abhary (w. 375 H), dan al-Bagillany telah memulainya. Sebab pencantuman
terma “magqasid’ dalam pelbagai kitab tidak berarti menganggapnya sebagai
metode teoritis dan pemikiran, akan tetapi lebih dimaksudkan untuk memainkan
peran dalam ranah fikih. Dalam hal ini, pembahasan tentang al/-‘ilal al-

syari'iyyah, atau mahasin al-syari ah, bisa dianggap sebagai sesuatu yang ikut

* Fazlurrahman, Interdependensi Fungsional Teologi dan Fikih, dalam al-Hikmah, Jurnal
Studi-Studi Islam, (Bandung Mizan,1990)
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menghantarkan munculnya maqgasid sebagai sebuah teori. Abu Abdullah
Muhammad bin Abdirrahman al-Bukhari telah mengarang kitab “Mahasin al-
Islam”, dia wafat pada tahun 546 H, yaitu setelah wafatnya al-Juwayni (478 H)
dan al-Ghazali (505 H), keduanya adalah orang yang pertama kali menggagas

magqasid sebagai sebuah teori.

Al-Juwayni tidak membahas magasid secara khusus dalam satu bab seperti
al-Syatibi, dia hanya menjadikannya sebagai bagian dari pembahasan mengenai
talil dalam qiyas. Ini juga dilakukan oleh al-Ghazali dalam beberapa karyanya:
al-Mankhul, yang tidak jauh beda dari a/-Burhan, bahkan bisa dikatakan sebagai
ikhtisar saja. Kemudian Syifa’ al-Ghalil dan al-Mustasta, dalam kedua karyanya
ini terdapat hal baru yang tidak ditemukan dalam karya al-Juwayni. Dalam
Syitd’ al-Ghalil misalnya, al-Ghazali membahas tentang a/-amr al-magsud yang
tak lain adalah maslahat. Menurutnya, maslahat adalah menjaga tujuan syari
yang diketahui dan dipahami melalui al-Qur’an, al-Sunnah dan Ijma’.

Nama lain yang tidak kalah penting adalah Saifuddin al-Amidy (w. 631 H)
dengan karyanya, al-Thkam fi Usul al-Ahkam. Walaupun kitab itu sebatas
ikhtisar dari tiga kitab sebelumnya; a/-Mu ‘tamad karya Abu Hasan al-Bashry, a/-
Burhan karya al-Juwayni, dan a/l-Mustasfa karya al-Ghazali, hanya saja dia
membahas magqgasid dengan menjadikannya sebagai cabang dari giyas hingga ke

tingkat kemungkinan melakukan tarjih antara beberapa qiyas berdasarkan
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maqasid. Al-Amidy ini adalah orang yang pertama kali membagi a/-daruriyyat
menjadi lima yang nantinya mempengaruhi pemikiran al-Syatiby.’

Menurut Fazlur Rahman, doktrin teologis sepenuhnya merupakan nilai-
nilai keimanan yang murni dan tidak terlalu bermakna bagi figh. Dengan
demikian ushul figh menuntut suatu cara berpikir dan metode penalaran yang
berbeda dengan metode kalam.®

Dapat ditarik kesimpulan bahwasanya magqasid al-syari ah adalah kajian
yang berkonsentrasi pada pembedahan esensi di balik teks keagamaan baik al
Qur'an maupun as Sunnah, penjabaran atas hikmah dan tujuan hukum-hukum

syari at yang telah dibebankan kepada umat manusia.

. Prinsip-prinsip Dasar Magqasid Al —Syari ah
Dalam hal ini, maqasid al-syari ah terbagi dalam dua bagian penting yakni
Maksud syari’ (gasd al-syari’) atau disebut juga dengan pembuat hukum itu
sendiri yaitu Allah dan Rasul-Nya dan maksud mukallaf (gasd al-mukallaf) atau
pelaku dan pelaksanaan hukum Islam itu. Maksud syar7” kemudian dibagi lagi
menjadi empat bagian yaitu:’
1. Qasdu al- Syari'ti Wadh’i al- Syari" ah (maksud syari" dalam menetapkan
syariat). Allah menurunkan syariat (aturan hukum) tiada lain selain untuk

mengambil kemaslahatan dan menghindari kemadaratan. Dengan bahasa

> http://rolandgunawan. multiply.com/journal/item/70/70
% Fazlurrahman, Interdependensi Fungsional Teologi dan Fikih. ...,
7 Aep Saifulloh Dasrusmanwiyati, mam Syatibi: Bapak Maqasid Syari’ah. www.islib.com
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yang lebih mudah, aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk
kemaslahatan manusia itu sendiri, yakni yang tiada lain adalah hukum Islam
yang menjadi dasar hukum lain yang lebih bersifat khusus, seperti hukum
pidana Islam. Berawal dari tujuan hukum Islam ini, hak-hak asasi manusia
diberikan pondasi perlindungannya agar tidak dirusak dan dikorbankan oleh
tangan-tangan jahat manusia itu sendiri juga.®

Tujuan hukum Islam itu antara lain pertama Allah membentuk umat
dalam satu kesatuan yang bulat walaupun mereka berbeda-beda bangsa dan
berlainan suku. Dalam menghadapi asas-asas yang mum mereka bersatu
padu, meskipun dalam segi kebudayaan berbeda-beda. Kedua, hukum Islam
menempuh jalan tengah, jalan yang seimbang yang tidak terlalu ekstrim
mementingkan kejiwaan dan tidak terlalu mementingkan keberadaan. Ketiga,
hukum Islam mempunyai kemampuan untuk bergerak dan berkembang,
mempunyai daya hidup, dapat membentuk diri sesuai dengan perkembangan
zaman dan kemajuan, yang memberikan kepada manusia sejumlah hukum
positif yang dapat dipergunakan untuk sepanjang masa.’

Tujuan syari” dalam mensyari atkan ketentuan-ketentuan hukum
kepada orang mukallaf adalah dalam upaya mewujudkan kebaikan-kebaikan
bagi kehidupan mereka dengan jalan mengambil segala yang manfaat dan

mencegah atau menolak yang mudarat, baik melalui ketentuan yang

¥ Abdul Wahid, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual., hal.86
? Hasby al-Shidiqy, Falsafuh Hukum Islam, h. 105-106
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daruriyyah (tujuan primer), hajiyyat (tujuan skunder) atau pun yang
tahsiniyat (tujuan tersier).

Ketentuan yang Daruriyyah (tujuan primer) Islam adalah tujuan hukum
yang mesti adanya demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia.
Apabila tujuan tersebut tidak tercapai, maka akan menimbulkan
ketidakajekan kemaslahatan hidup manusia di dunia dan di akhirat, bahkan
akan hilangnya hidup dan kehidupan.'® seperti makan, minum, shalat, puasa
dan ibadah-ibadah lainnya.

Maslahah yang dimaksud ialah perlindungan (a/-hifz) terhadap lima
asas pokok (al-kulliyyat al-khamsah) yang menjadi sendi kehidupan manusia
baik duniawi maupun wkhrawi yaitu: 1. Hifz al-din (menjamin kebebasan
agama). 2. Hifz al-nafs, memelihara kelangsungan hidup. 3. Hifz al-‘aql,
menjamin kreatifitas berpikir dan kebebasan berekspresi serta mengeluarkan
opini. 4. Hifz al-mal, menjamin pemilikan harta dan property. Dan ke 5. Hifz
al-nasl wa al-‘ird, menjamin kelangsungan keturunan, kehormatan dan
profesi. Manusia dijaga dari kemungkinan buruk, jahat, keji dan merusak
yang dilakukan oleh sesamanya. Hukum Islam yang ditegakkan akan
memberikan jaminan tegaknya hak-hak asasi manusia. Ada jiwa yang tidak
boleh diganggu dan dirusak, artinya dalam diri manusia dituntut untuk

mengembangkan sikap yang bersifat moral-preventif, yakni menjauhkan

" Muhammad Daud Ali, Hukum Islam dan Pengantar llmu Hukum dan Tata Hukum Islam di
Indonesia, h. 101-102
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keinginan (nafsu) yang dapat mengganggu dan melecehkan martabat
kemanusiaan, dan sebaliknya di dalam dirinya dikembangkan sikap terpuji
untuk melindungi (menjaga dan mengadvokasi) hak-hak asasi manusia dari
perilaku jahat.

Kelima lima pilar pokok tersebut dapat berkembang sewaktu-waktu
sesuai dengan perkembangan zaman dan akan kebutuhan manusia dalam
perlindungan dirinya, seperti yang diungkapkan oleh Bassiouni dan Hofmann
yang membagi kebutuhan pokok (daruriyyah) kedalam empat belas bagian,
yaitu:11
a. Hak hidup,

b. Keamanan diri,

c¢. Kemerdekaan,

d. Perlakuan yang sama (non diskriminasi),

e. Kemerdekaan berfikir, berekspresi, keyakinan dan beribadah,

f. Perkawinan,

g. Kemerdekaan hukum,

h. Asas praduga tak bersalah,

i. Nullah paena sine lege (tiada pidana tanpa undang-undang sebelum
perbuatan itu),

j. Perlindungan dari kekejaman,

" http://jaharuddin.blogspot.com/2008/05/maqashid-syariah.html
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k. Suaka,

1. Kebebasan berserikat dan berkumpul,

m. Berprofesi dan bekerja, dan

n. Hak memilih, memperoleh dan menentukan hak milik.

Perlindungan (a/- hif2) tersebut dapat ditempuh dengan dua cara:'?

a. Dilihat dari perwujudan (janib al-wujud) yaitu dengan cara menjaga dan
memelihara hal-hal yang dapat melanggengkan keberadaannya. Termasuk
dalam kategori ini ialah kewajiban-kewajiban yang harus diwujudkan
secara kongkret dalam tindakan. Antara lain seperti kewajiban ibadah dan
muamalah. Kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh Tuhan harus
diwujudkan dan semua rukun harus dipenuhi. Misalnya: dalam menjaga
agama yaitu shalat, zakat. Dalam menjaga jiwa yaitu makan dan minum,
dalam menjaga akal yakni dengan mencari ilmu, dalam menjaga
keturunan dengan melakukan pernikahan, dalam menjaga harta dengan
cara bekerja mencari rezeki, jual beli dan lain sebagainya.

b. Dari segi peniadaan (janib al-'adam) yaitu dengan cara mencegah hal-hal
yang menyebabkan ketiadaannya. Seperti larangan-larangan dalam
ketentuan pidana harus dihindari, tidak sampai terjadi. Misalnya: dalam
menjaga agama yaitu berjihad di jalan Allah dan memberi hukuman bagi

orang murtad, dalam menjaga jiwa yaitu pemberlakuan hukuman gisas

'2 Ali Haidar, Magqasid Syari’ah, Aula: Edisi Maret 1993
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bagi pelaku kejahatan seperti pembunuhan yang disengaja dan diyat
apabila pihak korban memaaftkan, dalam menjaga akal yakni
pemberlakuan hukuman Aad bagi peminum Akhamr, dalam menjaga
keturunan yaitu hukuman Ahad bagi pezina dan mugdzif, dalam menjaga
harta yaitu hukuman potong tangan bagi pencuri dan lain sebagainya.

Cara kerja dari kelima daruriyyat di atas adalah masing-masing harus
berjalan sesuai dengan urutannya. Menjaga a/-din harus lebih didahulukan
daripada menjaga yang lainnya; menjaga a/-nafs harus lebih didahulukan dari
pada al-ag/ dan nas/begitu seterusnya. Salah satu contoh yang dapat penulis
kemukakan adalah membunuh diri atau menceburkan diri dalam kebinasaan
adalah sesuatu yang dilarang. Akan tetapi kalau untuk kepentingan berjihad
dan kepentingan agama Allah, menjadi boleh karena sebagaimana telah
disinggung diatas bahwa menjaga agama harus didahulukan dari pada
menjaga jiwa.

Menurut Abdullah Darraz bahwa dalam tataran umum agama harus
lebih didahulukan daripada yang lainnya karena ini menyangkut usu/ al-din,
sedangkan dalam hal tertentu jiwa dan harta terkadang lebih didahulukan
dari pada agama (mustatsnayyat). Disinilah dibutuhkan kejelian seorang
mujtahid.

Ketentuan yang kedua, Hajiyyat (tujuan skunder) adalah terpeliharanya

tujuan kehidupan manusia yang terdiri atas berbagai kebutuhan skunder
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manusia, atau sesuatu yang sebaiknya ada agar dalam melaksanakannya
leluasa dan terhindar dari kesulitan. Kalau sesuatu ini tidak ada, maka ia
tidak akan menimbulkan kerusakan atau kematian hanya saja akan
mengakibatkan masyaggah dan kesempitan. Hal ini sesuai dengan asas
hukum Islam sendiri, yang berkaitan dengan “peniadaan kesulitan dan
kesempitan”. Misalnya, dalam masalah ibadah adalah adanya rukhsah; shalat
Jjama’dan gasarbagi musafir.

Ketiga, Tahsiniyyat (tujuan tersier) adalah hukum Islam yang ditujukan
untuk menyempurnakan hidup manusia dengan cara melaksanakan apa-apa
yang baik dan yang paling layak menurut kebiasaan dan menghindari hal-hal
yang tercela atau sesuatu yang sebaiknya ada demi sesuainya dengan
keharusan akhlak yang baik atau dengan adat. Kalau sesuatu ini tidak ada,
maka tidak akan menimbulkan kerusakan atau hilangnya sesuatu juga tidak
akan menimbulkan masyagah dalam melaksanakannya, hanya saja dinilai
tidak pantas dan tidak layak menurut ukuran tata krama dan kesopanan. Di
antara contohnya adalah faharah, menutup aurat dan hilangnya najis, dan
dalam kasus persyaratan pembuktian atau penunjukkan saksi-saksi yang
berkompeten dalam memperjelas suatu perkara hukum."?

Hubungan ketiga magasid tersebut sangat terkait satu sama lain.

Magqasid pertama yang bersifat daruriyyah merupakan dasar bagi maqgasid

1 Asy-Syatibi, al-Muwafagat..., hal.9
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lainnya. Karena itu dua magasid yang lain merupakan penyempurna atau
pelengkap terhadap maqasid daruriyyah yang menjadi dasar. Hal-hal yang
menjadi pelengkap karena sifatnya sebagai pelengkap tidak bisa merusak
atau membatalkan dasar yang dilengkapi.

Seperti halnya dalam memelihara Agama (Aifz al-din) dalam peringkat
daruriyyah yaitu memelihara dan melaksanakan shalat lima waktu. Kalau
shalat itu diabaikan, maka terancamlah eksistensi Agama. Dalam peringkat
hajiyyat, seperti shalat jama’ dan gasar bagi orang yang sedang bepergian.
Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam
eksistensi Agama, melainkan hanya akan mempersulit bagi orang yang
melakukannya. Karena ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari
kesulitan. Dan dalam peringkat tahsiniyyat misalnya menutup aurat, baik di
dalam maupun di luar shalat, membersihkan badan, pakaian dan tempat.
Kegiatan ini erat kaitannya dengan akhlak terpuji. Kalau hal ini tidak
mungkin untuk dilakukan, maka hal ini tidak akan mengancam eksistensi
Agama dan tidak pula mempersulit bagi orang yang melakukannya. Artinya,
apabila tidak ada penutup aurat, seseorang boleh shalat, jangan sampai
meninggalkan shalat yang termasuk kelompok daruriyyah.

Memelihara jiwa (hifz al-nafs) dalam peringkat daruriyyah, seperti
memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup.

Kalau kebutuhan ini diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi
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jiwa manusia. Dalam peringkat Aajiyyat, seperti diperbolehkannya seseorang
berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. Kalau
kegiatan ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi manusia. Dan
dalam peringkat fahsiniyyah, ditetapkannya tata cara makan dan minum yang
baik dan benar, yang mana hal ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan
etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, namun
bertujuan baik agar manusia berperilaku sopan dalam hal tata cara makan dan
minum yang baik.

Memelihara akal (Aifz al-‘agl) dalam peringkat daruriyyah,
diharamkannya meminum minuman keras (khamr). Jika ketentuan ini tidak
diindahkan, maka akan berkibat terancamnya eksistensi akal, yaitu rusaknya
sel syarat otak manusia. Dalam peringkat Aajiyyat, dianjurkannya menuntut
ilmu pengetahuan. Sekiranya hal itu dilakukan tidak akan merusak akal. Dan
dalam peringkat tahsiniyyat seperti menghindarkan diri dari menghayal atau
mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah, ketentuan ini tidak akan
mengancam eksistensi akal secara langsung, hal ini hanya berkaitan dengan
etika.

Memelihara keturunan (Aifz al-nasl) dalam peringkat daruriyyah,
seperti disyari'atkan nikah dan dilarang berbuat zina. Kalau kegiatan ini
diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam. Dalam peringkat

hajiyyat, ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada
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waktu akad nikah, jika mahar itu tidak disebutkan pada waktu akad, maka
suami akan mengalami kesulitan, karena ia harus membayar mahar misl. dan
dalam peringkat tahsiniyyat, seperti disyariatkannya walimah dalam
perkawinan. Hal ini dilakukan hanya dalam rangka melengkapi kegiatan
perkawinan.

Memelihara harta (A4ifz al-mal) dalam peringkat daruriyyah, seperti
disyari'atkannya larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang
tidak sah. Yang apabila aturan ini dilanggar, maka akan berakibat
terancamnya eksistensi harta. Dalam peringkat hajiyyat, adanya syari at jual
beli dengan salam. Apabila cara ini tidak dipakai. Maka tidak akan
mengancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang
memerlukan modal. Dan dalam peringkat tafsiniyyat, menghindarkan diri
dari pengecohan atau penipuan. Yang mana hal ini adalah erat kaitannya
dengan etika bermuamalah atau etika bisnis."*

2. Qasd al- Syari’ fi Wad’i al-Syari’ah [Ii al-Itham (maksud syari’ dalam
menetapkan syari ahnya ini adalah agar dapat dipahami).

Bagian ini merupakan pembahasan yang paling singkat karena hanya
mencakup lima masalah. Dalam menetapkan syari'atnya, syar7 bertujuan

agar mukallaf dapat memahaminya, itulah maksud dari bagian kedua.

' Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam (bagian pertama), h. 127 — 131



30

Ada dua hal penting yang dibahas dalam bagian ini. Pertama, syari'ah
ini diturunkan dalam Bahasa Arab sebagaimana firman-Nya dalam surat
Yusuf ayat 2; as-Syu’ara:195. Oleh karena itu, untuk dapat memahaminya
harus terlebih dahulu memahami seluk beluk dan us/ub bahasa Arab.

Dengan bahasa lebih mudah, di samping mengetahui bahasa Arab,
untuk memahami syar7 at ini juga dibutuhkan ilmu-ilmu lain yang erat
kaitannya dengan lisan Arab seperti Usul Figh, Mantig, llmu Ma’ani dan
yang lainnya. Karenanya, tidaklah heran apabila bahasa Arab, Ushul Figh
termasuk salah satu persyaratan pokok yang harus dimiliki seorang mujtahid.

Kedua, bahwa syariat ini ummiyyah, maksudnya untuk dapat
memahaminya tidak membutuhkan bantuan ilmu-ilmu alam seperti ilmu
hisab, kimia, fisika dan lainnya. Hal ini dimaksudkan agar syari’ah mudah
dipahami oleh semua kalangan manusia. Apabila untuk memahami syari at
ini memerlukan bantuan ilmu lain seperti ilmu alam, paling tidak ada dua
kendala besar yang akan dihadapi manusia umumnya, yaitu kendala dalam
hal pemahaman dan dalam pelaksanaan. Syari"ah mudah dipahami oleh siapa
saja dan dari bidang ilmu apa saja karena ia berpangkal kepada konsep
maslahah.

Di antara landasan bahwa syari at ini ummiyyah adalah karena

pembawa syar7 at itu sendiri (Rasulullah Saw) adalah seorang yang wummi
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sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya surat al-Jum’ah ayat 2, al-Araf
ayat 158, al-Ankabut 48 dan keterangan-keterangan lainnya.

Ada kecenderungan berlebihan dari sebagian ulama yang tidak sesuai
dengan sifat syari"ah ummiyyah ini, yaitu bahwa al-Qur’an mencakup semua
bidang keilmuan, baik keilmuan lama ataupun modern. Memang Al-Qur’an
menyinggung dan sesuai dengan berbagai disiplin ilmu, namun tidak berarti
al-Qur’an mencakup semuanya, itu semua hanyalah isyarat saja dan bukan
sebagai legitimasi semua disiplin ilmu.

Ayat yang sering dijadikan dalil adalah surat an-Nahl 89 yang
berbunyi: “Dan Kami turunkan kepadamu al-Qur’an untuk menjelaskan
segala sesuatu’, dan surat al-An’am ayat 38 yang berbunyi: “ 7idaklah Kami
lewatkan sesuatupun dari al-Qur’an”. Kedua ayat di atas mempunyai makna
tertentu. Ayat pertama dimaksudkan mengenai masalah tak/if dan ibadah
sedangkan maksud al-kitab dalam ayat kedua adalah allauh al-mahfudz.”

3. Qasd al- Syari" i Wad'’i al- Syari ah Ii al-Taklif bi Mugtadaha

Bagian ini dimaksudkan bahwa maksud dalam menentukan syar7 at
adalah untuk dilaksanakan sesuai dengan yang dituntut-Nya, yaitu.

Pertama, taklif'yang di luar kemampuan manusia. Dalam hal ini Imam
Syatibi mengatakan: “Setiap fak/if'yang di luar batas kemampuan manusia,

maka secara Syar’i tak/ifitu tidak sah meskipun akal membolehkannya”.

' Asy-syatibi, al-Muwafaqat..., hal.61
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Apabila dalam teks syar7” ada redaksi yang mengisyaratkan perbuatan
di luar kemampuan manusia, maka harus dilihat pada konteks, unsur-unsur
lain atau redaksi sebelumnya. Misalnya, firman Allah: “Dan janganlah kalian
mati kecuali dalam keadaan muslim”. Ayat ini bukan berarti larangan untuk
mati karena mencegah kematian adalah di luar batas kemampuan manusia.
Maksud larangan ini adalah larangan untuk memisahkan antara kelslaman
dengan kehidupan di dunia ini karena datangnya kematian tidak akan ada
yang mengetahui seorangpun.

Begitu juga dengan sabda Nabi: “Jangan/ah kamu marah” tidak berarti
melarang marah, karena marah adalah tabiat manusia yang tidak mungkin
dapat dihindari. Akan tetapi maksudnya adalah agar sedapat mungkin
menahan diri ketika marah atau menghindari hal-hal yang mengakibatkan
marah.

Kedua, taklifyang di dalamnya terdapat masyaqqah, kesulitan (al-taklit
bima fiihi masyaqqgah). Dengan adanya taklif, syari’ tidak bermaksud
menimbulkan masyaqgah bagi pelakunya (mukallaf) akan tetapi sebaliknya di
balik itu ada manfaat tersendiri bagi mukallaf. Bila dianalogkan kepada
kehidupan sehari-hari, obat pahit yang diberikan seorang dokter kepada
pasien, bukan berarti memberikan kesulitan baru bagi sang pasien akan tetapi

di balik itu demi kesehatan si pasien itu sendiri pada masa berikutnya.
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Dalam masalah agama misalnya, ketika ada kewajiban jihad, maka
sesungguhnya tidak dimaksudkan dengannya untuk menceburkan diri dalam
kebinasaan, tetapi untuk kemaslahatan manusia itu sendiri yaitu sebagai
wasilah amar makruf nahi munkar. Demikian pula dengan hukum potong
tangan bagi pencuri, tidak dimaksudkan untuk merusak anggota badan akan
tetapi demi terpeliharanya harta orang lain.

Apabila dalam ‘tak/if ini ada masyaggah, maka sesungguhnya ia
bukanlah masyaggah tapi kulfah, sesuatu yang tidak mungkin dapat
dipisahkan dari kegiatan manusia sebagaimana dalam kacamata adat, orang
yang memikul barang atau bekerja siang malam untuk mencari kehidupan
tidak dipandang sebagai masyaqqah, tetapi sebagai salah satu keharusan dan
kelaziman untuk mencari nafkah. Demikian juga halnya dengan masalah
ibadah.

Yang dipandang sebagai masyagah adalah apa yang disebutnya dengan
Masyaqah Ghair Mu’tadah atau Ghair ‘Adiyyah yaitu masyaqgah yang tidak
lazim dan tidak dapat dilaksanakan atau apabila dilaksanakan akan
menimbulkan kesulitan dan kesempitan. Misalnya, keharusan berpuasa bagi
orang sakit dan orang jompo. Semua ini adalah masyagah ghair mu’tadah
yang dikecam oleh Islam. Untuk mengatasi masyaqgah ini, Islam memberikan

jalan keluar melalui rukhshah atau keringanan.
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4. Qasdu al-Syari fi Dukhul al-Mukallat” Tahta Ahkam al-Syari"ah (maksud
syari- dalam memasukkan mukallatf dibawah naungan syari'ah).

Maksud syari dalam memasukkan mukallat dibawah naungan syari ah
adalah untuk mengeluarkan mukallaf dari tuntutan dan keinginan hawa
nafsunya sehingga ia menjadi seorang hamba Allah yang ikhAtiyaran dan
bukan yang idtiraran.'®

Untuk itu, setiap perbuatan yang mengikuti hawa nafsu, maka ia batal

dan tidak ada manfaatnya. Sebaliknya, setiap perbuatan harus senantiasa

mengikuti petunjuk syar7” dan bukan mengikuti hawa nafsu.

C. Hikmah Dibalik Maqgasid Al-Syari ah
Arti hikmah secara bahasa “tali kendali” yang biasa digunakan untuk
mengekang kuda yang liar agar tidak terlepas dan mudah dikendalikan."”
Penggunaan kata hikmah identik dengan filsafat, yang mana keduanya
mempunyai arti yang sama yakni cinta kebijaksanaan, oleh karena itu dalam
bahasa Indonesia seringkali digunakan kata falsafah. Dan arti filsafat itu sendiri
ialah berpikir secara mendalam tentang sesuatu, mengetahui apa, bagaimana dan

nilai-nilai dari sesuatu tersebut. Sedangkan makna hikmah dalam konteks filsafat

16 Asy-syatibi, al-Muwatagat..., hal.128
" Beni Ahmad Saebani, Filsafat Hukum Islam, h. 29-30
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ialah pengetahuan mengenai hakekat tentang sesuatu dan mengenai hakekat apa
yang terdapat dalam sesuatu tersebut mengenai faedah dan manfaatnya.'®
Hikmah hanya dapat dipahami oleh akal pikiran manusia. Apabila terdapat
keraguan pada akal pikiran manusia, maka digunakan kekuatan dari luar cirri
manusia yaitu wahyu Tuhan. Hikmah merupakan kebaikan tertinggi,

sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 269:
(269)

Artinya: “Allah menganugrahkan al hikmah (kefahaman yang dalam tentang Al
Qur'an dan As Sunnah) kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan
barangsiapa yang dianugrahi al hikmah itu, ia benar-benar telah
dianugrahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang
berakallah yang dapat mengambil pelajaran (dari firman Allah).”

Dalam upaya mengemukakan jawaban persoalan hikmah dibalik adanya
magqasid al-syari"ah, asy-Syatibi berupaya untuk menganalisis kandungan ayat-
ayat al-Qur’an yang ternyata hampir semua hukum-hukum tersebut mempunyai
alasan dan tujuan yang ditunjukkan dengan ‘i//lat dan motif pemberlakuan
syari at, dan tujuan tersebut bermuara pada kesimpulan kebaikan (maslahah)

bagi manusia. Sebagai contoh perhatikan ayat-ayat tentang pengutusan rasul dan

ibadat yang berikut ini:

(165)

Artinya. “(mereka kami utus) selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan
pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia

18 Juhaya S. Praja, Filsafat Hukum Islam, h. 4
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membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu. dan adalah Allah
Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana’. (An Nisa’. 165)

(107)

Artinya: “Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat
bagi semesta alam’. (Al Anbiyaa. 107)

(56)

Artinya. “Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka
mengabdi kepada-Ku’. (Ad Dzariyat . 56)

Dalam hukum pula terdapat banyak contoh ayat, diantaranya adalah-

(45)

Artinya: “Bacalah apa yang Telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al Kitab (Al
Quran) dan Dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari
(perbuatan- perbuatan) keji dan mungkar. dan Sesungguhnya mengingat Allah
(shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). dan
Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.”. (Al ‘ Ankabuut. 45)

Begitu juga dengan ayat-ayat tentang jihad dan gisas, antara lain:

(154)

Artinya: “Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di
Jjalan Allah, (bahwa mereka itu ) mati; bahkan (sebenarnya) mereka itu
hidup”, tetapi kamu tidak menyadarinya”(Al-Baqarah: 154)

' Yaitu hidup dalam alam yang lain yang bukan alam kita ini, dimana mereka mendapatkan
kenikmatan-kenikmatan disisi Allah, dan hanya Allah sajalah yang mengetahui bagaimana keadaan
hidup itu.
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(178)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash
berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan
orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita.
Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'atan dari saudaranya,
hendaklah (vang mema‘atkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan
hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi
ma'af” dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu
keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. barangsiapa yang
melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat
pedil’®. (Al-Baqarah: 178)

Isyarat yang dapat diambil dari sini adalah bahwa kandungan magqasid al-
syari ah adalah untuk kemaslahatan umat manusia. Dengan demikian konklusi
yang dapat diambil adalah tidak satupun Aukum Allah yang tidak mempunyai
tujuan. Karena hukum yang tidak mempunyai tujuan adalah sama dengan “tak/if
mala yutag’ atau membolehkan sesuatu hukum yang tidak mungkin tidak
mampu dilaksanakan oleh pihak pelaksana, dan tujuan tersebut adalah
kemaslahatan umat manusia sebagai hamba-hamba syari® (sang pembuat

keputusan hukum) yaitu Allah.*’

* Qisas ialah mengambil pembalasan yang sama. gisas itu tidak dilakukan, bila yang
membunuh mendapat kema'afan dari ahli waris yang terbunuh yaitu dengan membayar diat (ganti
rugi) yang wajar. pembayaran diat diminta dengan baik, umpamanya dengan tidak mendesak yang
membunuh, dan yang membunuh hendaklah membayarnya dengan baik, umpamanya tidak
menangguh-nangguhkannya. bila ahli waris si korban sesudah Tuhan menjelaskan hukum-hukum ini,
membunuh yang bukan si pembunuh, atau membunuh si pembunuh setelah menerima diat, Maka
terhadapnya di dunia diambil gisas dan di akhirat dia mendapat siksa yang pedih.

*! Aep Saifulloh. ...
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Berangkat dari sinilah Abu Zahrah menyatakan bahwa hukum yang
disyari‘atkan al-Qur’an maupun as-Sunnah melainkan mempunyai muatan
maslahah. Fati al Darain juga menyatakan bahwa hukum-hukum itu tidak
mungkin dibuat untuk hukum itu sendiri, tetapi Aukum itu dibuat untuk tujuan
lain, yakni maslahah. Hal senada juga terungkapkan dalam penelitian Khalid
Mas’ud terhadap pemikiran al-Syatiby yang kemudian ia berpendapat bahwa
doktrin maqasid al-syari°ah al-Syatiby adalah berupaya untuk memantapkan
konsep maslahat sebagai unsur penting tujuan Aukum Islam.

Magqasid al- Syari"ah dalam arti kemaslahatan ini terdapat di dalam aspek-
aspek hukum secara keseluruhan. Bagi al-Syatiby tidak menjadi persoalan
apakah di dalam nas al-Qur’an Allah memberikan penjelasan terperinci (zafsil)
atau tidak. Namun dengan pernyataan Allah yang menyatakan bahwa Islam
adalah agama yang sempurna, menunjukkan bahwa al-Qur’an telah mencakup
dasar-dasar kepercayaan dan amalan agama dengan berbagai aspeknya.
Karenanya tidak satupun ajaran Islam yang tidak disyaratkan didalam al-Qur’an
karena kesemuanya telah masuk didalamnya. Dan karenanya juga Abu ‘Ajfan
mengatakan al-Qur’an sebagai sumber ajaran agama Islam memberikan fondasi
yang penting terhadap syariat, yakni dalam prinsipnya membentuk
kemaslahatan manusia. Dalam pada itu, tidak aneh jika al-Syatiby mengatakan

bahwa posisi al-sunnah dalam hal ini adalah berfungsi sebagai bagan (penjelas)
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terhadap al-Qur’an, sebab segala hal yang tidak dijelaskan al-Qur’an kebanyakan
dibahas dan dijelaskan di dalam al-Sunnahnya.

Satu kesimpulan yang dapat dipahami dari uraian diatas adalah bahwa
substansi teori magqasid al-syari’ah adalah maslahah. Dalam hal ini menurut al-
Syatibi maslahah dapat dilihat dari dan bentuk, yaitu:

1. Magqasid al-syari;
2. Magqasid al-mukallaf

Dalam pembahasan maqasid al-syari’ah, Syatibi membagi kategori ini ke
dalam empat aspek yang terdiri dari pada.

Tujuan awal syari’at, yakni kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.
Aspek ini berkaitan dengan hakikat magqgasid al-syari ah.

Syari at sebagai sesuatu yang harus dipahami. Aspek ini berkaitan dengan
urgensi bahasa agar syarr at dapat dipahami dan mas/ahah dapat dicapai.

Syari at sebagai hukum tak/ifyang harus dilaksanakan. Aspek ini berkaitan
dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan syari at dalam rangka merealisasikan
maslahah. Selain itu juga berkaitan dengan kemampuan manusia dalam
melaksanakan syar7 at.

Tujuan syari at dalam membawa manusia ke bawah naungan hukum.
Aspek ini berkaitan dengan kepatuhan manusia sebagai mukallaf terhadap
syari at dimana ia bertujuan untuk membebaskan manusia dari kekangan hawa

nafsu.
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Keempat aspek hukum ini mempunyai kaitan yang erat diantara satu sama
lain. Namun aspek pertama merupakan inti maqasid al-syari ah. Aspek pertama
ini dapat terwujud dengan melalui pelaksanaan hukum tak/if’ (pembebanan
hukum) terhadap hamba-hamba Allah yang mukallaf (aspek ketiga). Taklif ini
tidak akan dapat dilakukan kecuali apabila syari at dapat dipahami dan maslahah
dapat diketahui dengan melalui kemampuan pemahaman yang benar (aspek
kedua). Apabila kedua aspek ini telah diraih maka pemahaman dan pelaksanaan
taklif ini dapat membawa manusia berada dibawah lindungan hukum Tuhan,
hingga mereka dapat terlepas dari pada kekangan hawa nafsu (aspek keempat).
Dalam kaitan inilah maslahah sebagai tujuan pemberlakuan syari at, baik di
dunia maupun di akhirat—sebagai aspek pertama dapat terealisasi.

Titik penting yang dapat kita pahami disini adalah aspek pertama dalam
magqasid al-syari’at merupakan aspek inti yang menjadi focus analisis. Ia
merupakan hakikat maslahah sebagai tujuan pemberlakuan syari at kepada
manusia. Asy-Syatiby mendeskripsikan bahwa maslahah ini dapat diwujudkan
bila lima unsur pokok dalam syari at dapat terealisasikan, yakni pemeliharaan
atas agama, pemeliharaan atas jiwa, pemeliharaan atas akal, pemeliharaan atas
keturunan, dan pemeliharaan atas harta. Lima unsur pokok di dalam syar7 ah ini
dalam istilah yurisprudensi Islam sering disebut dengan a/-mabadi al-khamsah
atau al-usul al-khamsah yang berarti lima unsur pokok. la pertama kalinya
diformulasikan dan dipublikasikan oleh al-Ghazali dalam kitabnya a/-Mustasya

min ‘Ilm al-Usul.
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Kaitannya dengan adanya hukuman dalam hokum pidana Islam, yang mana
maksud pokok dari hukuman untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan
manusia dan menjaga mereka dari hal-hal yang mafSadah.** Semua itu pada
hakikatnya merupakan upaya untuk menyelamatkan umat maunia dari ancaman
kejahatan. Dasar penjatuhan hukuman tersebut tercantum dalam surat An-Nisa’

ayat 135:

(135)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-
benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap
dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya
ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka
Jjanganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari
kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan
menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui
segala apa yang kamu kerjaan.”

Dalam memelihara lima unsur pokok, Islam melarang segala bentuk
kejahatan, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak, pelaku menerima
hukuman dengan apa yang diterima korban, tidak melebihi apa yang dilakukan
pelaku terhadap korban melebihi hukuman dianggap sebagai perbuatan yang

melampaui batas ketentuan dan tidak dikehendaki oleh syar7 at.

** A. Djazuli, Figh Jinayah,h.?25



BAB III
KETENTUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PEDOPHILIA DALAM PASAL 82 UU NO. 23 TAHUN 2002
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

A. Pengertian Tindak Pidana Pedophilia

Istilah tindak pidana dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering
mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat Undang-undang dalam
merumuskan Undang-undang mempergunakan istilah pidana, atau perbuatan
pidana, atau tindak pidana.' Adalah merupakan perbuatan yang dilarang oleh
suatu aturan hukum larangan yang mana larangan tersebut disertai (sanksi)
berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Dan di dalam hukum pidana Islam, kata tindak pidana disebut dengan
Jjinayah atau jarimah, yaitu perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’
(syari’at Islam) dan dapat mengakibatkan hukuman had, atau ta zir.*

Dalam rumusan tersebut, bahwa yang dilarang adalah perbuatan yang
menimbulkan perbuatan yang dilarang, dan yang diancam sanksi pidana ialah
orang yang melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang
tersebut.

Dengan demikian, kata tindak pidana atau jarimah, perbuatan pidana,

peristiwa pidana semakna dengan delik. Namun, kata tindak dalam tindak pidana

! Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana, h. 90
* A. Djazuli, Figh Jinayah, h. 1-2
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tidak menunjukkan kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya
menyatakan keadaan konkrit, sebagaimana halnya dengan peristiwa. Tindak
adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik, atau sikap jasmaniah. Maka dalam
perundang-undangnya yang menggunakan istilah tindak pidana baik dalam pasal-
pasalnya sendiri maupun dalam penjelasannya selalu dipakai kata perbuatan.’

Pedophilia berasal dari bahasa Yunani: paidophilia, pais (anak-anak) dan
philia (cinta, persahabatan).” Jadi pedophilia adalah cinta anak-anak. Dalam hal
ini rasa kecintaan pada anak-anak diartikan dengan rasa kecintaan orang dewasa
atas hasrat seksual terhadap anak-anak dibawah umur.

Dalam arti istilah pedophilia diartikan dengan suatu kelainan pada
perkembangan psikoseksual seseorang dimana individu tersebut memiliki hasrat
erotis yang abnormal terhadap anak-anak.’

Pedophilia dapat diartikan pula dengan kecenderungan seseorang yang
telah dewasa baik pria maupun wanita untuk melakukan aktivitas seksual berupa
hasrat ataupun fantasi impuls seksual dengan anak-anak dibawah umur. Biasanya
anak-anak yang menjadi korban berumur dibawah 13 tahun. Sedangkan penderita
umumnya berumur diatas 16 tahun.® Penderita pedophilia tidak hanya dialami
orang yang belum mempunyai pasangan, tidak jarang para pelaku tersebut adalah

orang-orang yang sudah berkeluarga.

* Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, h. 55

* http://id.wikipedia.org/wiki/pedofilia

> Sawitri Supardi Sadarjoen, Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual, h. 71-73
% http://www.penulislepas.com/v2/?p=220
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Orang-orang yang mempunyai kondisi ini disebut pedofil (bahasa Inggris:
pedophile). Sejumlah kecil pedhofil, yang juga dapat diklasifikasikan sebagai
sadistis seksual atau nerkepribadian antisosial (psikopatik), menyakiti objek
nafsu mereka secara fisik dan terkadang menyebabkan cedera serius.” Di tangan
orang dewasa ini, anak-anak dirampok, dirampas, atau dijarah harkat
kemanusiaannya, atau diperlakukan layaknya binatang yang dieksploitasi
khususnya secara seksiologis. Dalih kelainan seksual tersebut dikedepankan
orang dewasa untuk menjadikan anak-anak sebagai mangsanya. Tuntutan
pemenuhan kepuasan nafsu yang tidak wajar diajukannya sebagai pembenar
dengan cara menjadikan anak-anak sebagai obyek pelampiasan.

Secara sekilas praktek pedophilia di Indonesia dianggap sebagai bentuk
perilaku sodomi. Akan tetapi kalau dilihat lebih jauh sangatlah berbeda. Karena
terkadang penderita pedophilia bukan hanya dari kaum Adam tetapi juga
menjangkit kaum hawa dan mereka tidak hanya tertarik pada lawan jenis.
Korbannya pun bisa jadi anak laki-laki maupun perempuan.

Adapun aktivitas seks yang dilakukan oleh para pedofi/ sangat bervariasi.
Misalnya dengan menelanjangi anak, perbuatan ekshibisionistis dengan
memperlihatkan alat kelamin sendiri kepada anak-anak, melakukan masturbasi

dengan anak, bersenggama dengan anak, bahkan jenis aktivitas seksual lainnya

7 Gerald C. Davison, Psikologi Abnormal, h. 624
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termasuk stimulasi oral pada anak, penetrasi pada mulut anak, vagina ataupun
anus dengan jari, benda asing atau bisa jadi penis.®

Penderita pedophilia bisa pria maupun wanita, begitu pula dengan
korbannya. Namun pada umumnya para pedofil tersebut adalah pria.

Dilihat dari jenisnya, pedophilia ada dua macam, yaitu:

1. Pedophilia Heteroseksual, merupakan kelainan seksual orang dewasa
terhadap anak dibawah umur, yang dalam pelampiasan nafsunya ditujukan
pada jenis kelamin yang berbeda.

2. Pedophilia Homoseksual, yaitu memanipulir anak laki-laki sebagai obyek
pemuasan hasrat seksualnya.

Penderita pedophilia juga bisa saja tertarik hanya pada anak-anak yang
masih mempunyai hubungan darah/keluarga dari penderita (incest).

Karakteristik yang dimiliki oleh penderita pedophilia, diantaranya:

Pedophilia bersifat obsesif, di mana perilaku menyimpang ini menguasai
hampir semua aspek kehidupan pelakunya, dari pekerjaan, hobi, bacaan, pakaian,
bahkan sampai desain rumah dan perabotan.

Pedophilia bersifat predatori, dalam arti pelakunya akan berupaya sekuat
tenaga dengan beragam upaya dan cara untuk memburu korban yang
diinginkannya. Lamanya usaha mendapatkan korban tidak sekedar dalam

hitungan hari, minggu, atau bulan. Pelaku bisa melakukan pendekatan pada anak

8 Kartini Kartono, Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual, h. 253
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dan orangtuanya selama bertahun-tahun sebelum dia melakukan kejahatannya.
Karena itu, tidak mengherankan bila para pedophile di Indonesia kedapatan
menggunakan kedok adopsi atau orangtua asuh untuk menjerat korbannya.

Berbeda dengan kejahatan lainnya, pelaku kejahatan pedophilia cenderung
menyimpan dokumentasi korbannya dengan rapi, seperti foto, video, catatan,
atau rekaman percakapannya dengan korban.

Para pedofilia di Indonesia banyak menggunakan kedok adopsi atau
orangtua asuh untuk menjerat korbannya.

Perbuatan penyimpangan seksual ini tidak lepas dari faktor-faktor yang
mempengaruhinya, antara lain:’

Faktor psikologis, merupakan salah satu faktor dalam hubungannya dengan
keadaan kejiwaan seseorang yang bisa merasakan senang dan tidak. Yang bisa
diakibatkan dari latar belakang si penderita pernah mengalami pelecehan seksual
pada masa kanak-kanaknya.

Faktor sosiokultural (social dan kebudayaan), juga dapat mempengaruhi
tingkah laku seseorang. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin
pesat, berbagai macam hiburan yang disajikan seperti hiburan di dunia maya atau
yang dikenal dengan internet, yang didalamnya dimuat berbagai macam jenis
informasi baik dari dalam maupun luar negeri, mulai dari informasi positif

sampai informasi yang negatifpun tersedia didalamnya. Salah satunya situs-situs

® Yatimin, Etika Seksual dan Penyimpangannya dalam Islam, h. 84-88
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porno yang tidak sepatutnya dipertontonkanpun kini bisa dinikmati oleh semua
orang.

Faktor pendidikan dan keluarga. Pendidikan dalam keluarga berguna untuk
membentuk kepribadian seseorang. Dalam arti, bahwa peletak dasar
terbentuknya kepribadian adalah pendidikan. Dalam hal ini faktor keteladanan
dan pembiasaan oleh keluarga merupakan faktor penentu dalam peletak dasar
kepribadian anak. Karena sikap dan tindakan orang tua dicontoh dan selanjutnya
dibiasakan menjadi pola tingkah laku. Dalam hal ini perilaku pedophilia bisa
disebabkan karena kurangnya kasih sayang ataupun perhatian dari orang tua
semasa kecilnya.

Faktor fisiologis (biologis) juga sangat menentukan berperilaku sehat.
Jasmani yang sakit terus-menerus akan mengganggu kondisi kejiwaan seseorang,
yang salah satunya termasuk didalamnya adalah kebutuhan biologis dalam
memenuhi nafsu seksualnya yang tinggi.

Yang menjadi korban dari perilaku pedophilia adalah anak-anak,
dikarenakan, bagi mereka anak-anak merupakan obyek yang tepat, polos dan
mudah dibohongi dengan sedikit bujukan-bujukan berupa hadiah-hadiah yang

mereka sukai, anak-anak akan mau melakukan apapun yang mereka inginkan.

. Unsur-unsur Tindak Pidana Pedophilia
Pada umumnya tindak pidana terdiri dari dua unsur pokok yaitu unsur

pokok subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif adalah unsur yang berasal
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dari dalam diri pelaku itu sendiri, sedangkan unsur obyektif merupakan unsur
dari luar diri pelaku.'”
1. Unsur subyektif, terdiri dari:
a. Sengaja (the intention/dolus)
b. Kealpaan (the negligence/culpa)
2. Unsur pokok obyektif, terdiri dari:
a. Perbuatan manusia
b. Akibat (result) perbuatan manusia
c. Keadaan-keadaan (the -circumstances) yang dibedakan pada saat
perbuatan dilakukan dan keadaan setelah perbuatan melawan hukum
d. Sifat dapat di hukum dan sifat dapat melawan hukum."’

Semua unsur delik/tindak pidana tersebut merupakan satu kesatuan dalam
satu tindak pidana, satu unsur saja tidak ada atau di dukung bukti, akan
menyebabkan tersangka atau terdakwa tidak dapat dihukum.

Tindak pidana pedophilia sebagaimana yang dimuat dalam ketentuan
Undang-undang no. 23 tahun 2002 pasal 82 yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman
kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan,
atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan
perbuatan cabul, dipidana dengan penjara paling lama 15 (lima belas) tahun

dan paling sedikit 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak 300 (tiga ratus)
juta rupiah dan paling sedikit 60 (enam puluh) juta rupiah™"?

11 eden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, h. 29
"' Leden Marpaung, Unsur-Unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (Delik), h. 7
12 Fokus Media, UU RI no 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, h. 30
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Adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :
Unsur barang siapa :

Yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang yang merupakan
subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas segala
perbuatan yang dilakukan serta dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
Pengertian barang siapa menunjukkan adanya subyek hukum (pendukung hak
dan kewajiban) yaitu oeang atau badan hukum, berarti harus ada orangnya
atau pelaku tindak pidana.

. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan:

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja di sini adalah kehendak atau niat
yang terkandung secara sadar apa yang dilakukannya.

Dalam criminel Wetboek (KUHP) tahun 1890 dicantumkan
“kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan
perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-
undang”."?

Unsur dengan sengaja dalam tindak pidana pedophilia dilakukan oleh
orang dewasa harus ditujukan pada pelaku pedophilia yakni untuk

mewujudkan kepuasasn seksualnya yang abnormal tersebut dan atas

kehendak sendiri, bukan paksaan dari pihak lain.

" Leden Marpaung, Asas-Teori-, h. 13
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Kesengajaan yang dimaksud adalah bahwa orang dewasa tersebut
menghendaki mewujudkan perbuatan penyimpangan seksualnya dan
mengetahui perbuatan itu dapat menimbulkan akibat cidera pada korban.

Secara umum, para pakar hukum pidana telah menerima adanya tiga
bentuk kesengajaan (opzef), yakni:

Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk). Bahwa
penyimpangan seksual itu telah dilakukan dengan maksud melampiaskan
hasratnya.

Kesengajaan dengan keinsafan pasti (opzet als zekerheidsbewustzijn).
Bahwa pelaku pedophilia sengaja melakukan perbuatan dengan maksud dan
tahu bahwa perbuatannya itu berakibat pada kecideraan orang lain, yang
dilakukan sengaja dengan kesadaran pasti akan terjadi.

Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (do/us eventalis). Bahwa
perbuatan penyimpangan seksual yang dilakukan dengan kemungkinan besar
menyebabkan para pihak yang bersangkutan terkena imbas dari perbuatan
tersebut, dan hal ini disadari oleh pelaku pedophilia dalam arti sengaja
dengan kesadaran yang mungkin terjadi penyimpangan seksual (pedophilia)
tersebut.

Dengan berbagai macam bujukan dan rayuan serta paksaan atau

mengharuskan anak untuk melakukan ataupun melayani hasrat seksualnya.
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3. Unsur memaksa anak:
Bahwa yang dimaksud anak disini adalah seorang yang belum berusia
18 tahun atau belum pernah kawin. Yang mana dalam usia yang dini tersebut
seorang anak belum dapat mengerti tetang tindakan yang dialkukan oleh
pelakku penyimpangan seksual tersebut, dan dianggap belum mampu
menanggung resiko yang akan menimpa dirinya nanti, seperti kehamilan atau
bahkan keguguran yang jelas-jelas hal itu akan berimbas pada psikologis
anak tersebut.
4. Unsur untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.
Bahwa yang dimaksud melakukan atau membiarkan dilakukan
perbuatan cabul adalah telah terjadinya perbuatan cabul yang dilakukan oleh
seorang pedophilia terhadap korban. Baik itu diri pelaku itu sendiri yang

melakukan ataupun orang lain yang melakukannya.

C. Sanksi Tindak Pidana Pedophilia
Sebelum pada sanksi tindak pidana pedophilia, terlebih dahulu perlu
diketahui maksud dari sanksi/hukuman tersebut serta berbagai macam
sanksi/hukuman yang pantas dijatuhkan kepada pelaku penyimpangan seksual

(khususnya pelaku pedophilia).
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Sanksi atau yang biasa disebut juga dengan hukuman, ancaman.
Merupakan suatu balasan sebagai akibat dari pelanggaran hukum yang berupa
hukuman."*
Hukuman (sanksi) dalam istilah Arab disebut “al-‘Uqubah’, yaitu bentuk
balasan bagi seseorang yang atas perbuatannya melanggar ketentuan syara’ yang
ditetapkan Allah dan Rasul-Nya untuk kemaslahatan umat manusia."’
Hukuman ditujukan terhadap pribadi orang yang melakukan pelanggaran
pidana. Hukuman atau sanksi yang dianut dalam hukum pidana membedakan
hukum pidana dengan bagian hukum yang lain. Hukuman dalam hukum pidana
ditujukan untuk memelihara keamanan dan pergaulan hidup yang teratur.
Dasar diadakannya hukuman tersebut, ada tiga teori, yakni:'®
1. Teori imbalan (absolute/vergeldingstheorie). Menurut teori ini, dasar
hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri. Karena kejahatan itu telah
menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya ( vergel/ding) si
pelaku juga harus diberi penderitaan.

2. Teori maksud dan tujuan (relative/doeltheorie). Berdasarkan teori ini,

hukuman dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman

itu. Yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan

4 C.S.T. Kansil, Pengantar l[Imu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, h. 39
15 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, h. 1871
'® Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik..., h. 105-106
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tersebut. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal. Selain dari itu,
tujuan hukuman adalah untuk mencegah (prevensi) kejahatan.

3. Teori gabungan (verengingstheorie). Pada dasarnya, teori gabungan adalah
gabungan dari kedua teori diatas. Gabungan kedua teori itu mengajarkan
bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum
dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.

Akibat dari melanggar hukum dalam masalah pidana, sanksinya harus
menerima hukuman (mati, penjara, kurungan, denda) sesuai dengan berat atau
ringannya masalah.

Jenis-jenis pidana adalah sebagai berikut:'’

1. Pidana pokok adalah :

a. Pidana pemasyarakatan

b. Pidana tutupan

c. Pidana pengawasan
2. Urutan pidana pokok diatas menentukan berat ringannya pidana.
3. Pidana tambahan adalah :

a. Pencabutan hak-hak tertentu

b. Perampasan barang-barang tertentu dan tagihan

c. Pengumuman putusan hakim

d. Pembayaran ganti rugi

' Pipin Syarifin, Hukum Pidana di Indonesia, h. 69
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e. Pemenuhan kewajiban adat.

4. Pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus.

Sedangkan hukuman juga diterangkan dalam pasal 10 KUHP
menyebutkan macam-macam hukuman pokok, yakni:'®
a. Pidana pokok:

1) Pidana mati
2) Pidana penjara
3) Kurungan
4) Denda
b. Pidana tambahan
1) Pencabutan hak-hak tertentu
2) Perampasan barang-barang tertentu
3) Pengumuman putusan hakim.

Dan dalam penjatuhan hukuman haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip

pidana, di dalam hukum pidana Islam disebutkan prinsip-prinsip tentang pidana

Islam tersebut yaitu:

1.

Hukuman hanya ditempatkan kepada orang yang berbuat jarimah atau
pidana, tidak boleh orang yang tidak berbuat jahat dikenai hukuman.
Adanya kesengajaan, seseorang yang dihukum karena kejahatan apabila ada

unsur kesengajaan untuk berbuat jahat itu, tidak ada kesengajaan berarti

'8 Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik..., h.107
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karena kelalaian, tersalah atau keliru atau berlupa, walaupun tersalah, keliru
atau lupa ada hukumannya namun bukan hukuman karena kejahatan,
melainkan untuk kemaslahatan dan bersifat mendidik.

3. Hukuman hanya dijatuhkan apabila kejahatan tersebut secara meyakinkan
telah diperbuat.

4. Berhati-hati  menghukum, membiarkan tidak menghukum dan
menyerahkannya kepada Allah apabila kekurangan bukti."’

Tepatnya pada tanggal 22 Oktober 2002, pemerintah Indonesia
menetapkan suatu Undang-undang yang bersifat nasional. Dimana undang-
undang tersebut dikenal sebagai undang-undang no. 23 tahun 2002 tentang
perlindungan anak. Walaupun hampir 7 tahun dengan adanya undang-undang no.
23 tahun 2002 tersebut, namun perlindungan anak (khususnya tentang
penyimpangan seksual terhadap anak) dirasa masih kurang keberadaannya
dimana kurang adanya ketegasan terhadap sanksi yang dikenakan kepada pelaku
bilamana korbannya adalah seorang anak-anak. Dimana bagi anak itu sendiri,
setiap kejadian (kejahatan) yang dia alami dapat mempengaruhi keadaan jiwa
serta perilaku mereka disaat mereka dewasa.

Selain undang-undang diatas, KUHP dan Undang-undang no. 39 tahun
1999 tentang Hak Asasi Manusia juga mengatur perlindungan bagi korban

perilaku seks menyimpang tersebut. Namun dalam KUHP tidak memperhatikan

19 Zairi Dahlan, Filsafat Hukum Islam, h. 228 - 229
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bahwa sesungguhnya korban dari kejahatan tersebut adalah anak-anak dan
bukanlah orang dewasa, dimana seharusnya sanksi yang dijatuhkan kepada
pelaku adalah lebih berat dibandingkan bilamana korbannya adalah orang
dewasa. Sebagai pertimbangannya adalah bahwa pelecehan seksual dalam bentuk
apapun, akan meninggalkan trauma seumur hidup tanpa memandang jenis
kelamin korban. Selain itu, anak adalah merupakan generasi penerus bangsa,
dimana seharusnya mereka dapat berkembang tanpa adanya tekanan maupun
trauma yang dapat menghancurkan kehidupannya.

Kejahatan “penyimpangan seks” sering menimbulkan kesulitan pada aparat
penegak hukum, khususnya kesulitan dalam hal pembuktian. Kesulitan tersebut
timbul oleh karena anak sebagai korban kejahatan penyimpangan seks tidak
segera melaporkan kejadian pada penyidik oleh karena rasa takut, malu, mereka
melakukan pelaporan baru setelah mereka hamil atau bahkan mereka tidak
mengetahui bahwa sebenarnya mereka itu telah menjadi korban dari pada
penyimpangan seks seperti yang telah diatur dalam undang-undang no. 23 tahun
2002 tentang perlindungan anak diatas.

Ancaman hukuman pidana bagi pelaku penyimpangan seksual dalam tindak
pidana pedophilia dalam pasal 82 Undang-undang no. 23 tahun 2002 ialah
dengan hukuman penjara maksimal 15 tahun, sebagaimana yang ditetapkan
dalam ketentuan pasal 82 Undang-undang no.23 tahun 2002 adalah :

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman
kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan,
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atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan

perbuatan cabul, dipidana dengan penjara paling lama 15 (lima belas) tahun

dan paling sedikit 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak 300 (tiga ratus)
juta rupiah dan paling sedikit 60 (enam puluh) juta rupiah™

Apabila dibandingkan dengan penyimpangan seksual yang sengaja (pasal
290 ayat 2 KUHP) yang ancaman pidananya adalah tujuh tahun penjara,
sebagaimana yang diatur dalam pasal 290 ayat 2 KUHP yang berbunyi :

“Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: barang siapa

melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahui, atau

sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau
umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu di kawin”

Adalah wajar apabila dalam pidana pencabulan pasal 290 ayat 2 KUHP
lebih ringan, karena pada pencabulan tersebut tidak terdapat unsur yang
memberatkan yaitu tidak adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan.

Adapun alasan yang menyebabkan lebih beratnya ancaman pidana yang
dijatuhkan pada tindak pidana pedophilia dalam pasal 82 UU RI No. 23 tahun
2002 tentang Perlindungan Anak adalah bahwa keadaan sadar dan sengaja tanpa
ada unsur paksaan dari pihak lain, melakukan pencabulan dengan diiringi
melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan kepada korbannya. Adanya unsur
kekerasan inilah yang dirasakan sangat merugikan orang lain khususnya korban,

sehingga dapat menambah kesalahan yang dilakukan si pelaku atas perbuatan

pencabulannya.

0 Moelyatno, KUHP, h. 106
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Pengurangan dan penambahan hukuman dalam hukum pidana bertujuan
untuk melindungi individu dan sekaligus masyarakat terhadap kejahatan dan
penjahat itu haruslah disertai penentuan tujuan pemidanaan yang tidak klasik
dengan pidana tidak hanya semata-mata sebagai pembalasan.”’

Dan dengan adanya niat yang terkandung dalam hati pelaku dan
dikehendaki secara sadar apa yang dilakukannya, dengan segala macam bujukan,
rayuan hingga sampai pada ancaman kekerasan yang mengakibatkan cideranya
anak korban tersebut. Sebagai ketentuan waktu pemuasan seksualnya pada saat
anak kecil lengah dan ketakutan, yaitu pada saat anak tersebut lengah dengan
segala macam bujuk dan rayuan akan diberi sesuatu yang menggoda anak
tersebut, dan merasa ketakutan karena adanya ancaman paksaan untuk melayani
nafsunya, dengan ancaman-ancaman dari yang sepele hingga pada ancaman
kekerasan, bahkan sampai tega akan membunuhnya jika nafsunya tidak dilayani
dan perbuatannya tersebut diadukan atau diceritakan kepada orang tuanya,
teman ataupun orang lain.

Dan dengan disertainya sanksi denda adalah bermaksud untuk biaya
pengobatan korban yang terciderai kehormatannya. Tidak hanya cidera fisik
yang akan dialami oleh diri korban, juga termasuk psikologisnya yang sangat
berpengaruh bagi masa depan hidupnya kelak, bahkan bisa sampai membuat anak

tersebut trauma yang mendalam.

*! Pipin Syarifin, Hukum Pidana di Indonesia, h. 23
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Akibat dari penyimpangan seksual tersebut akan menimbulkan bahaya-

bahaya terhadap tubuh dan jiwa, yang antara lain:**

l.

2.

Tidak adanya kecenderungan kepada orang dewasa.

Mempengaruhi kejiwaan. Orang yang melakukan penyimpangan seksual
(khususnya pedophilia) akan merasa bahwa apa yang telah diciptakan
baginya bukan untuk menjadi sifat keorangdewasaan yang normal pada
umumnya.

Melemahkan kekuatan mental dan fisik. Orang yang melakukan pedophilia
akan tertimpa beberapa penyakit, seperti penyakit syaraf, penyakit kejiwaan
seperti kebengisan, kecenderungan mendapat kesenangan karena menyakiti
anak-anak dibawah umur. Dan sebagainya.

Mempengaruhi kecerdasan otak. Yaitu dapat menghilangkan keseimbangan
akal, kedunguan dan kesesatan pemikiran.

Memunculkan kemurungan pada wajah. Kebiasaan yang tidak alami inilah
yang menjadi penyebab serta factor yang paling kuat munculnya penyakit
kemurungan.

Tidak adanya kepuasan seksual. Karena hubungan seksual yang tidak alami
tidak akan mendapatkan kepuasan seksual dengan orang dewasa yang
normal. Hal itu disebabkan hubungan dilakukan tidak dengan keridhaan sel-

sel saraf secara keseluruhan.

> Abdurrahman Abdussalam Hasan Washil, Gejolak Sex Akibat dan Solusinya, h. 167-168
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7. Merosotnya akhlak. Akibat perbuatan para pedophilia menjadikan

masyarakat kita merasa tertekan karena perilaku mereka yang berani
melakukan kejahatan pada anak-anak dibawah umur.

Selain dengan adanya alasan yang telah disebutkan diatas, maka tindakan

yang dapat dikenakan kepada pedophile agar supaya tercipta efek jera terhadap

diri pelaku adalah sebagai berikut:

1.

Sedapat mungkin dijatuhi hukuman yang maksimal sesuai dengan rumusan
delik/tindak pidana undang-undang yang terkait, khususnya undang-undang
no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dimana pada undang-undang
tersebut juga terdapat adanya hukuman denda, dimana denda tersebut dapat
digunakan sebagai biaya pemulihan korban.

Selain adanya sanksi penjara maupun denda kepada pelaku, maka diperlukan
adanya psikologis kepada pedophile agar penyakitnya dapat disembuhkan,
karena bila hanya dilakukan penjatuhan hukuman tanpa adanya pengobatan,
maka sangat dimungkinkan pelaku akan kembali melakukan penyimpangan

seksualnya.

. Bilamana diperlukan, pelaku dapat diisolasi di tempat penampungan khusus

sampai dapat diminimalisir perilaku penyimpangan. Serta dilakukan
pengawasan ketat dan wajib lapor setelah pelaku selesai menjalankan

hukuman.



BAB IV
ANALISIS SANKSI PIDANA PEDOPHILIA DALAM PASAL 82
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK MENURUT
PERSPEKTIF MAQASID AL- SYART AH

. Analisis Pasal 82 Undang-Undang no. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
terhadap Sanksi Pidana Pedophilia

Pelanggaran terhadap nilai-nilai kesopanan yang terjadi dalam suatu
masyarakat, serta menjadikan anak-anak sebagai obyek seksualnya merupakan
suatu perbuatan yang menyimpang dari norma-norma kesusilaan. Eksploitasi
seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak dibawah umur hanya
akan mengakibatkan dampak psikologis yang sangat besar dimana hal itu sangat
berpengaruh terhadap perkembangan jiwa anak itu sendiri.

Dalam pasal 82 Undang-undang RI No. 23 tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak, merupakan kejahatan terhadap kehormatan dan tubuh yang
dilakukan dengan sengaja dan atas dasar hasratnya sendiri.

Perbuatan penyimpangan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa
terhadap anak dibawah umur, sebagaimana diatur di dalam pasal 82 UU RI No.
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman
kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan,

atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan
cabul, dipidana dengan penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling
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sedikit 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak 300 (tiga ratus) juta rupiah
dan paling sedikit 60 (enam puluh) juta rupiah”

Dari rumusan diatas bahwasannya ketentuan pasal 82 Undang-undang RI
No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan tentang tindak
pidana pencabulan pada anak/pedophilia adalah suatu kejahatan yang dilakukan
oleh orang dewasa terhadap anak dibawah umur dengan di sengaja. Kejahatan
tersebut haruslah dengan perbuatan pencabulan yang obyeknya adalah anak
dibawah umur.

Syarat mutlaknya adalah unsur kesengajaan sebagai upaya keputusan
kehendak yang telah diambil, atau niat yang terkandung dalam hati pelaku dan
dikehendaki secara sadar apa yang dilakukannya. Dengan segala macam bujukan,
rayuan hingga sampai pada ancaman kekerasan yang mengakibatkan cideranya
anak korban tersebut.

Terbentuknya kehendak oleh orang dewasa dalam suasana (batin) yang
tidak tenang, karena dalam suasana batin yang bingung akan hasrat seksualnya
yang sudah tidak bisa ditahan lagi, dan rasa ketakutan akan diketahui bahwa dia
melampiaskan hasrat seksualnya yang tidak alamiah. Selayaknya orang dewasa
pada umumnya.

Sebagai ketentuan waktu pemuasan seksualnya pada saat anak kecil lengah
dan ketakutan, yaitu pada saat anak tersebut lengah dengan segala macam bujuk
dan rayuan akan diberi sesuatu yang menggoda anak tersebut, dan merasa

ketakutan karena adanya ancaman paksaan untuk melayani nafsunya, dengan
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ancaman-ancaman dari yang sepele hingga pada ancaman kekerasan, bahkan
sampai tega akan membunuhnya jika nafsunya tidak dilayani dan perbuatannya
tersebut diadukan atau diceritakan kepada orang tuanya, teman ataupun orang
lain.

Sanksi pelaku tindak pidana pedophilia dalam pasal 82 UU RI No. 23
tahun 2002 sudah tercantum sangat jelas yaitu hukuman maksimal lima belas
tahun penjara dan denda tiga ratus juta rupiah. Namun hukuman tersebut dapat
diringankan ataupun diperberat dengan alasan-alasan tertentu dari hasil
penyelidikan.

Di media cetak seperti surat kabar, televisi, internet, sering kali dijumpai
kasus tindak pidana pedophilia. Mulai dari korban adalah anak tetangga sendiri
hingga pada korban adalah anak kandung, anak tiri, saudara bahkan cucunya
sendiri. Yang memicu pelaku melakukan pencabulan pada anak dibawah umur
adalah karena factor biologisnya yang abnormal dan atau karena nafsu
seksualnya yang tidak tertahankan lagi.

Tindak pidana pedophilia termasuk kategori kejahatan terhadap
kehormatan yang dilakukan dengan sengaja oleh orang dewasa terhadap anak
dibawah umur. Eksploitasi seksual disengaja dengan disertai kekerasan atau
ancaman kekerasan adalah suatu perbuatan yang disertai niat untuk menciderai

jiwa orang lain, bujukan dan paksaan serta ancaman-ancaman.
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Adanya niat dalam melakukan pedophilia, merupakan salah satu unsure
dari tindak pidana zina yang menyebabkan terjadi peristiwa pencabulan terhadap
anak dibawah umur oleh orang dewasa. Keinginan atau kesengajaan niat si
pelaku merupakan i’tikad jahat untuk menciderai jiwa dan kehormatan si korban.
Kecideraan tersebut adalah bagian dari scenario perbuatannya, artinya
kecideraan tersebut memang dikehendaki.

Niat jahat pelaku memang sulit untuk dibuktikan sebab niat merupakan
sesuatu yang abstrak dan tidak dapat dilihat. Namun, dari penelusuran yang
cermat, niat tersebut akan ditemui berdasarkan perencanaan, usaha-usaha untuk
melancarkan pedophilia tersebut, dan juga cara serta bujukan paksaan dan
ancaman kekerasan yang dipakainya.

Sanksi tindak pidana pedophilia adalah maksimal lima belas tahun penjara
dan denda tiga ratus juta rupiah, dirasa lebih berat jika dibandingkan peraturan
hukum lainnya yang juga membahas tentang penyimpangan seksual yaitu dalam
pasal 290 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang
memberikan ancaman hukuman maksimal tujuh tahun penjara dan tidak disertai
dengan adanya denda. Yang mana dalam undang-undang perlindungan anak
dicantumkan pula adanya sanksi denda tersebut bertujuan untuk biaya
pengobatan korban atas tindakan pelaku pedophilia yang dapat berakibat

mencidera fisik dan psikis korban.



65

Penulis melihat bahwa salah satu yang terpenting dari pencabulan tindak
pidana pedophilia dalam pasal 82 undang-undang RI no 23 tahun 2002 tentang
perlindungan anak, bahwa pencabulan dengan disertai kekerasan pada anak itu
dilakukan oleh orang dewasa dan harus terdorong oleh rasa kesengajaan pada
dirinya sendiri, yang ancaman hukumannya adalah hukuman penjara maksimal
lima belas tahun dan denda paling banyak tiga ratus juta rupiah merupakan

hukuman yang setimpal.

. Tinjauan Magqasid Al- Syari ahterhadap Sanksi Tindak Pidana Pedophilia

Ajaran Islam sangat mementingkan pemeliharaan terhadap lima hal: yaitu
agama, jiwa akal, keturunan dan harta. Memelihara kehormatan dan
melindunginya dari berbagai ancaman berarti memelihara eksistensi kehormatan
umat manusia.

Sangatlah jelas bahwa sanksi pidana pedophilia dalam pasal 82 UU RI No.
23 tahun 2002 adalah dengan ancaman hukuman penjara paling lama lima belas
tahun dan denda paling banyak tiga ratus juta rupiah dianggap sudah relevan.
Karena dianggap telah tercapai kemaslahatan umat, dan tercapainya Aifz al-nas/
wa al- ‘ird (melindungi keturunan dan kehormatan) khususnya pada korban, yang
dalam Islam yang dijelaskan dalam magasid al-syari ah melindungi keturunan
dan kehormatan tersebut merupakan salah satu dari lima pilar pokok yang harus

dilindungi keberadaannya, jika tidak maka terancamlah kehidupan manusia
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seperti tercampurlah nasab seseorang akibat dari penyimpangan seksual tersebut
jika hingga sampai mengakibatkan kehamilan pada korban.

Dan dapat memberikan akibat jera kepada pelaku, sehingga mewujudkan
kebaikan bagi masyarakat secara menyeluruh serta berfungsi preventif terhadap
kemungkinan terjadinya pengulangan jenis kejahatan yang sama, dan represif
mendidik pelaku agar menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahan.

Apabila sudah ada penentuan dalam perundang-undangan di Indonesia
pada pelaku tindak pidana pedophilia, yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip
sanksi dalam hukum maka pencabulan pada anak dengan disertai kekerasan tidak
akan terulang kembali. Dengan pertimbangan bahwa sanksi yang sudah ada
yakni penjara maksimal lima belas tahun dan denda yang dalam jumlah tidak
banyak yakni tiga ratus juta rupiah cukup membuat pelaku pencabulan anak
tersebut jera. Yang mana tujuan dari disertainya hukuman denda adalah untuk
pengobatan korban karena kecideraannya serta psikologisnya yang terganggu.

Dalam peradilan Islam, satu hal yang perlu diperhatikan bahwa seorang
hakim harus menghindari suatu bentuk hukuman sebelum adanya bukti
kesalahan yang jelas. Artinya hakim menghindari hukuman pokok jika terdapat
adanya unsur subhat. Bahwa seorang hakim lebih baik salah dalam memaafkan
dari pada salah menjatuhkan putusan.

Tetapi orang jangan hanya merasa dirinya takut melakukan perbuatan

tersebut karena sanksi yang didapat terlalu berat, melainkan seharusnya ia
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menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan itu tidak baik dan menghancurkan
nilai-nilai kehidupan.

Jadi menurut penulis sanksi yang dijatuhkan pada pelaku tindak pidana
pedophilia dalam pasal 82 UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak
yaitu lima belas tahun penjara dan denda tiga ratus juta rupiah, cukuplah
maslahat dan sesuai dengan tujuan hukum Islam sebagai wujud pencegahan dan
pengajaran. Dikarenakan seorang hakim dalam mengambil kebijakan dalam
hukuman disesuaikan dengan kemaslahatan umat yang berdasarkan pada nilai

keadilan, seperti dalam kaidah:

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus dihubungkan dengan
kemaslahatan™"

! Abdul Mujib, Kaidah-kaidah Figih, h.61



BABV
KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang terkumpul dari beberapa buku literatur yang

menjadi sumber data yang kemudian di analisis, maka dapat ditarik kesimpulan

sebagai berikut:

1.

Bahwasannya sanksi tindak pidana pencabulan pada anak dibawah umur yang
disengaja, yang dilakukan oleh orang dewasa (tindak pidana pedophilia) yang
terdapat dalam pasal 82 UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak
adalah maksimal lima belas tahun penjara dan denda maksimal tiga ratus juta
rupiah.

Dalam magqgasid al-syari’ah memandang sanksi tindak pidana pedophilia
dalam pasal 82 UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak
termasuk pidana yang mengancam terpeliharanya keturunan dan kehormatan
seseorang. Yang mana hukuman tersebut sudah relevan dengan tujuan hukum
yaitu tercapainya kemaslahatan umat, sebagai hukuman yang dapat
memberikan akibat jera kepada pelaku, sehingga mewujudkan kebaikan bagi
masyarakat secara menyeluruh serta berfungsi preventif terhadap
kemungkinan terjadinya pengulangan jenis kejahatan yang sama, dan represif
dalam mendidik pelaku agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari

kesalahan. Sehingga seorang hakim dalam mengambil kebijakan dalam
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hukuman disesuaikan dengan kemaslahatan umat dengan berdasarkan pada

nilai keadilan.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka untuk lebih

meningkatkan segi kausalitas keberhasilan pembelajaran penulis menyarankan

hal-hal sebagai berikut:

1.

Agar para penegak hukum dalam menangani masalah pidana pedophilia pasal
82 UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dilakukan dengan
teliti dan cermat, sehingga dapat memberikan putusan yang adil demi
terwujudnya nilai kemaslahatan bagi umat manusia.

Agar para masyarakat dan orang tua pada khususnya lebih waspada dalam
perhatian dan penjagaan anak-anaknya agar tidak ikut menjadi korban

pedophilia, dengan memberikan pengetahuan yang sesuai dan benar.
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